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BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan mengenai polemik dan 

penyelesaiannya perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal 

pada masyarakat hukum adat Negeri Halong Ambon Maluku, sebagai berikut. 

Polemik perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal pada 

masyarakat hukum adat Negeri Halong, Ambon, Maluku, berakar pada adat 

yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pewaris utama jabatan 

adat. Dinamika sosial dan perkembangan hukum daerah menunjukkan adanya 

perubahan paradigma menuju kesetaraan gender. Kasus pengangkatan Ibu 

Stella Tupenalay sebagai Raja Negeri Halong menjadi titik penting dalam 

pembuktian bahwa perempuan juga mampu memimpin dalam sistem adat 

patrilineal, selama memiliki legitimasi dari matarumah parentah dan dukungan 

masyarakat. Awalnya menimbulkan polemik internal akibat benturan antara 

nilai adat dan pandangan modern, permasalahan tersebut dapat diselesaikan 

melalui musyawarah adat, pendekatan kekeluargaan, dan mediasi pemerintah 

daerah. Secara hukum, pengangkatan perempuan sebagai raja telah sejalan 

dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tentang Negeri, Nomor 9 

tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, dan Nomor 10 tentang Pengangkatan, 
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Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Tahun 

2017, yang tidak membatasi jabatan raja berdasarkan jenis kelamin, melainkan 

menekankan legitimasi adat, demokrasi internal, serta penerimaan masyarakat. 

Dengan demikian, penyelesaian polemik ini mencerminkan harmonisasi antara 

adat dan hukum positif, di mana sistem kekerabatan patrilineal mampu 

beradaptasi terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial tanpa 

menghilangkan esensi budaya lokal. Kepemimpinan Ibu Raja Stella Tupenalay 

menjadi contoh nyata bahwa perempuan dapat berperan penting dalam menjaga 

dan mengembangkan nilai-nilai adat Maluku secara inklusif dan berkeadilan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disampaikan saran mengenai 

kepemimpinan perempuan menjadi raja dalam sistem kekerabatan patrilineal 

pada masyarakat hukum adat Negeri Halong Ambon Maluku adalah 

1. Masyarakat negeri adat di Negeri Halong dan sekitarnya perlu terus 

dibina agar memahami bahwa jabatan raja tidak secara mutlak terbatas 

pada laki-laki, melainkan dapat diisi oleh perempuan asalkan memenuhi 

syarat adat, legitimasi matarumah parentah, diterima oleh keluarga serta 

masyarakat, dan yang terpenting mempunyai tekad yang besar untuk 

memajukan negeri dan mempertahankan tradisi-tradisi adat yang ada di 

Negeri Halong sesuai dengan harapan Saniri Negeri.  
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2. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung kesetaraan gender 

dalam pemerintahan adat, berupa sosialisasi dan pembinaan terhadap 

masyarakat adat mengenai peraturan perundang-undangan harus 

dilakukan agar seluruh masyarakat adat mengetahui hak, kewajiban, 

dan peluang yang tersedia bagi perempuan dalam struktur 

kepemimpinan adat. Karena regulasi Peraturan Daerah Kota Ambon 

Nomor 8,9,10 Tahun 2017 tidak membatasi jenis kelamin pemimpin, 

tetapi lebih pada kesepakatan matarumah, persetujuan Saniri negeri, 

legitimasi adat, mekanisme demokratis dan penerimaan masyarakat 

adat. 

3. Program pelatihan, pendampingan dan mentoring bagi perempuan 

dalam mata rumah parentah harus diadakan agar mereka siap secara 

adat, sosial, dan administratif menjadi calon pemimpin adat bila 

ditunjuk sebagai pemimpin adat. Dengan membentuk forum atau 

jaringan perempuan adat untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan 

tantangan dan solusi dalam kepemimpinan adat, serta meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam struktur adat. 
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